Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA

NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetgpkan
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah;

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proping Irian
Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2097);
Undangn-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penydenggaraan
Negara yang Bebas dan Bersh dari Kolus Korups dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagjak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Proving Papua (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4151);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengdolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
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Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Oefisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
Anggaran Pendapatan dan Bedanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntas
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sitem Informas
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/lDagrah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4609);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

22.  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330), sehagaimana telah bebergpa kai diubah terakhir dengan
Peraturan Presden Nomor 8 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA
dan

BUPATI JAY APURA

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2.

a s~

Daerah addah Kabupaten Jayapura;

Pemerintahan Daerah adalah Penydenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwekilan Rakyat Dagrah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan
prindp otonomi seluas-luasya;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Jayapura dan perangkat Daerah sebagal unsur penydenggara
pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Jayapura;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat Daerah Kabupaten Jayagpura sebagal unsur penyelenggara pemerintahan Dagrah;
Keuangan Daerah adadlah semua hak dan kewgjiban Dagrah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segda bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewsgjiban Daerah tersebut;

Pengelolaan Keuangan Daerah addah kesduruhan kegiatan yang mdiputi  perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
Daerah;

Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah, sdanjutnya disngkat APBD adalah Rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah addah Bupati yang karena jabatannya
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mempunya kewenangan menyelenggarakan kesduruhan pengelolaan keuangan Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sdanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagal Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapaditas sebagal BUD,;

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disngkat SKPD adalah perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaravbarang;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sdanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengdolaan APBD;

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disngkat PPK-SKPD adalah peabat
yang melaksanakan fungd tata usaha keuangan pada SKPD;

Pejabat Pdaksana Teknis Kegiatan yang sdanjutnya disingkat PPTK adalah pgjabat pada unit
kerja SKPD yang meaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesual dengan
bidang tugasnye;

Pengguna Anggaran addah pegabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungs SKPD yang dipimpinnya;

Kuasa Pengguna Anggaran addah peabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungs SKPD;
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah;

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung saluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah,

Rekening Kas Umum Dagrah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung sduruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;

Bendahara Penerimaan adalah pgjabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Bendahara Pengduaran adalah pgabat fungsonal yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Penerimaan Daerah addah uang yang masuk ke kas Daerah;

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagal penambah nilal kekayaan
bersih;

Bdanja Dagrah addah kewgiban pemerintah Daerah yang diakui sebagal pengurang nila
kekayaan bersih;

Surplus Anggaran Daerah adalah sdlisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Dagrah;
Defigt Anggaran Daerah addah sdish kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah;
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali darvatau pengduaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sdanjutnya disngkat SLPA addah sdish lebih redisas
penerimaan dan pengeluaran anggaran sdlama satu periode anggaran;
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Pinjaman Daerah addah semua transsks yang mengakibatkan Daerah menerima sgumlah uang
atau menerima sgumlah uang aau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
Daerah dibebanf kewsjiban untuk membayar kembdli;

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah addah pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikas biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
Prakiraan Mgu adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memeastikan kesnambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara
terintegras untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang
didasarkan pada prinsp pencapaian efisend dokad dang;

Fungs adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam
rangka mencapal tujuan pembangunan nasional;

Program addah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang beris satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasll yang terukur
sequa dengan mis SKPD;

Kegiatan addah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau Iebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran teruku pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya bak yang berupa persond (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinas dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagal masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa;

Sasaran (target) adalah hasl yang dihargpkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan;

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

Hasl (outcome) addah segaa sesuatu yang mencerminkan berfungsnya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sdanjutnya disingkat RPIMD adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), addah dokumen perencanaan Daerah untuk periode | (satu) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sdanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang beris program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya;

Kebijakan Umum APBD yang sdlanjutnya disngkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asums yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disngkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas meksma anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;

Dokumen Pdaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disngkat DPA-SKPD merupakan
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